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10.

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah

Kabupaten Belu.
Bupati adalah Bupati Belu.

Dinas yang berwenang adalah Dinas yang
rqenyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang lingkungan hidup.

. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas

tertentu di bidang Pengelolaan Sampah
sesuai dengan peraturan perundang -
undangan yang berlaku.

Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis
(hukum) dan ekonomis yang menggunakan
modal dan tenaga kerja dimana kegiatannya
bertujuan  untuk memperoleh  laba /
keuntungan.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari
manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat.

Sampah Spesifik adalah sampah yang

karena sifat, konsentrasi dan/atau
volumenya memerlukan pengelolaan
khusus.

Sumber Sampah adalah asal timbulan
sampah.

Penghasil Sampah adalah setiap orang
dan/atau akibat proses alam _ yang
menghasilkan timbulan sampah/o
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18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah yang diberi wewenang
khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran peraturan perundang-
undangan di bidang pengelolaan sampah.

19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 untuk mencari serta
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(2) Pemerintah  Daerah  wajib  melakukan

kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), sebagai berikut :

a. menetapkan target pengurangan sampah
secara bertahap dalam jangka waktu
tertentu;

b. memfasilitasi penerapan teknologi yang
ramah lingkungan;

c. memfasilitasi penerapan label produk

yang ramah hngkungan, =
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5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 20
Pembiayaan pengelolaan sampah rumah tangga
dan sampah sejenis sampah rumah tangga

bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah.

6. Ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf d dan ayat
- @) dmbah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai

# berperan  dalam
h pengelolaan sampah
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memfasilitasi
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Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran  Daerah
Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 25 Agustus 2020

BUPATI BELU,
ot
WILLYBRODUS LAY
Diundangkan di Atambua

_pada tanggal 25 Agustus 2020
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,
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II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal II
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BELU NOMOR 144.
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